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BAB I
 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannnya, semakin efektif organisasi tersebut maka semakin berjalannya program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Berbagai program bantuan langsung pemerintah yang saat ini disalurkan pada masyarakat, tidak lain adalah merupakan upaya pemerintah untuk melakukan dalam mempercepat kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat 1 ini yang dimaksudkan dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
1. kemiskinan;
2. ketelantaran;
3. kecacatan;
4. keterpencilan;
5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. korban bencana; dan/atau
7. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Dilihat dari point 1 menjelaskan bahwa mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pada pasal 1 ayat 1 bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
Pemerintah Akan Memberikan jaminan sosial Bagi Fakir Miskin. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 ayat 6 bahwa Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Upaya peningkatan kesejahteraan terutama masyarakat miskin diwujudkan agar masyarakat tersebut dapat hidup layak melalui program keluarga harapan.
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan miskin, diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, sesuai dengan Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Keluarga Harapan Rencana.
Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen persyaratan sebagai peserta PKH yang telah ditetapkan. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Berikut Mekanisme pendaftaran (DTKS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di bawah ini :




Tabel I.1
Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
	No
	Keterangan

	1
	Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. 

	2
	Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru

	3
	Musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi pre-list 

	4
	Pre-List akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan veri-fikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. 

	5
	Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extention SIKS 

	6
	File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan im-por data ke dalam aplikasi SIKS online. 

	7
	Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota. 

	8
	Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri. 

	9
	Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifi-kasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel 

	10
	Data penerima PKH dapat dilihat di laman https://dtks. kemen-sos.go.id/ dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat. 


Sumber Data : Kantor Desa Makeruh 2023
Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen persyaratan sebagai peserta PKH yang telah ditetapkan. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. 
Untuk terdaftar menjadi penerima (PKH) ada beberapa Syarat dan Ketentuannya yaitu sebagai berikut:
1. 	Keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
2. 	Memiliki komponen, ibu hamil, anak yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, lanjut usia +70 tahun, dan penyandang disabilitas berat 
3. 	Maksimal 4 orang dalam satu keluarga 
4. 	Wajib melaksanakan kewajibannya 
5. 	Bantuan diberikan secara berkala 1 kali dalam 4 bulan atau 3 kali dalam setahun.
 6. 	Bantuan yang diberikan dapat berupa uang dan barang 
7. 	Segala bentuk bantuan sosial dan data penerima berasal dari Kementerian Sosial RI 
8. 	Peserta PKH ditangguhkan bantuannya apabila tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah ditentukan minimal 1 bulan dalam siklus bantuan.
Selanjutnya ada 3 (Tiga) kriteria sebagai acuan dalam menetapkan penerima program keluarga harapan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu :

a. Kriteria komponen kesehatan : 
1. Ibu hamil/menyusui; 
2. dan 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 
b. Kriteria komponen pendidikan : 
1. Anak SD/MI atau sederajat; 
2. Anak SMP/MTs atau sederajat; 
3. Anak SMA/MA atau sederajat; dan 
4. Anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 
c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial : 
1. Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh tahun); dan 
2. Penyandang disabilitas berat
Dilihat dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa Jika sebuah keluarga termasuk pelajar, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, Maksimal empat orang dalam satu keluarga yang dapat dimasukkan dalam perhitungan bansos (PKH). Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial tentang Indeks Bantuan Sosial.
Adapun Jumlah dana bantuan (PKH) Program Keluarga Harapan  ini yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2
Jumlah Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan
	No
	Kategori
	Indeks/Tahun (Rp)
	Indeks/3 Bln (Rp)

	1
	Ibu Hamil
	3.000.000
	750.000

	2
	Anak Usia Dini
	3.000.000
	750.000

	3
	Anak SD
	900.000
	225.000

	4
	Anak SMP
	1.500.000
	375.000

	5
	Anak SMA
	2.000.000
	500.000

	6
	Lanjut Usia 70+
	2.400.000
	600.000

	7
	Disabilitas Berat
	2.400.000
	600.000


Sumber Data: Instagram Kementerian Sosial RI
Di lihat dari tabel I.1 di atas menjelaskan bahwa program keluarga harapan ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 5 mengatakan “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 mengatakan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.
Adapun pelaksanaan pembangunan Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 121 adalah :
1. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
4. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
5. Masyarakat Desa berpatisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.
Dijelaskan pada poin 3 bahwa pembangunan desa di maksud masyarakat di desa diutamakan dalam kesejahteraan. Salah satu desa yang masih ditemukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah di Kabupaten Bengkalis adalah Desa Makeruh. Desa Makeruh merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,Indonesia yang merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Desa di wilayah Kecamatan Rupat, yang terletak 48 KM kearah selatan dari Ibukota Kecamatan Batu Panjang yang berbatasan dengan sebelah Timur Selat Melaka. 
Program keluarga harapan yang telah diterapkan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2019-2023 dengan data-data sebagaimana tabel berikut: 
Tabel I.3
Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Desa Makeruh
Per-tahun Sejak 2019-2023 
	No
	Jumlah Kepala Keluarga Miskin
	Tahun
	Penerima Program Keluarga Harapan

	1
	117 Kepala Keluarga
	2019
	111 Kepala Keluarga

	2
	112 Kepala Keluarga
	2020
	103 Kepala Keluarga

	3
	107Kepala Keluarga
	2021
	98 Kepala Keluarga

	4
	101 Kepala Keluarga
	2022
	91 Kepala Keluarga

	5
	99 Kepala Keluarga
	2023
	82 Kepala Keluarga


Sumber Data : Kantor Desa Makeruh Tahun 2023
Di lihat tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa masih ditemukan jumlah kepala miskin di Desa Makeruh lebih banyak dibandingkan penerima program keluarga harapan di Desa Makeruh. Hal ini terlihat bahwa kuota yang dibutuhkan masih kurang dan masih adanya kepala keluarga di Desa makeruh yang masih belum mendapatkan program keluarga harapan (PKH). 
Hal ini ditambahkan dari hasil wawancara penulis kepada Bapak Arkam, S.Pd.I selaku sekretaris Desa Makeruh pada hari Kamis, 23 November 2023 Pukul 09.30 WIB sebagai berikut :
“Belum sepenuhnya yang mendapatkan PKH ini tepat sasarannya, karena PKH ini yang menentukan itu langsung dari Kementerian Sosial bukan dari pihak Desa, sehingga kami pihak Desa hanya mengusulkan nama-nama keluarga yang miskin saja, terkadang nama-nama yang kami usulkan ke Kementerian Sosial itu tidak semua dapat masuk menjadi keluarga PKH, sehingga kami kasian terhadap keluarga yang kami usulkan tidak terdaftar sebagai keluarga PKH padahal mereka sangat membutuhkan dan bagi yang tidak menerima PKH tersebut ada yang lebih miskin dari masyarakat yang menerima PKH.”
Dilihat dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak semuanya masyarakat miskin di Desa makeruh yang diusulkan oleh pemerintah Desa menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan ditemukan masyarakat yang tidak menerima PKH ada yang lebih miskin dari masyarakat yang menerima PKH.
Untuk melihat dari jumlah penerima program keluarga harapan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023, Di mana data yang diusulkan oleh Desa makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis terdapat perbedaan dari yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel I.4
Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan Pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
	No
	Dusun
	RW
	RT
	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang di tetapkan oleh Desa
	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang di tetapkan oleh Kemensos

	1

	1
(Selomang Baru)
	1
	1
	8 KK
	7 KK

	
	
	
	2
	9 KK
	7 KK

	
	
	
	11
	8 KK
	7 KK

	Jumlah
	25 KK
	21 KK

	2

	2
(Parit Baru)
	2
	3
	6 KK
	6 KK

	
	
	
	4
	8 KK
	6 KK

	
	
	3
	5
	9 KK
	9 KK

	
	
	
	6
	16 KK
	14 KK

	Jumlah
	39 KK
	35 KK

	3
	3
(Simpang Makmur)
	4
	7
	5 KK
	2 KK

	
	
	
	8
	9 KK
	9 KK

	
	
	
	12
	5 KK
	3 KK

	Jumlah
	19 KK
	14 KK

	4
	4
(Makeruh Jaya)
	5
	9
	7 KK
	5 KK

	
	
	
	10
	9 KK
	7 KK

	Jumlah
	16 KK
	12 KK

	Total
	99 KK
	82 KK


Sumber Data : Kantor Desa Makeruh Tahun 2023
Di lihat tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penerima program keluarga harapan terbanyak terdapat Di Dusun 2 (parit baru) RW. 3 RT. 6 Sebanyak 14 KK. Dan jumlah penerima program keluarga harapan terkecil terdapat Di dusun 3 (simpang makmur) RW. 4 RT 7 sebanyak 2 KK.
Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Makeruh dengan penambahan masih terdapat selisih dalam pengajuan penerima program keluarga harapan, walaupun Kemensos telah memberikan kewenangan untuk Pemerintah Desa Makeruh melakukan pendataan, dan tentunya hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri.
	Selanjutnya penulis bertanya kepada salah satu Kepala Keluarga yang tidak lolos untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan, yaitu Bapak Adnan di jalan Tuk Bahar Dusun Selomang Baru, RW. 1 RT. 11 pada hari Jum’at, 24 November 2023 Pukul 09.00 WIB sebagai berikut :
“saya tidak tahu nak, kenapa bapak tidak terdaftar menjadi penerima PKH, padahal pihak Desa sudah mengusulkan keluarga bapak ini untuk menjadi salah satu penerima PKH tapi kenyataannya bapak gak lolos nak, padahal bapak berharap bisa terdaftar untuk jadi Penerima PKH, yah mungkin memang belom rezeki keluarga Bapak nak, mau gimana lagikan” 

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan program keluarga harapan (PKH) ditentukan oleh pemerintah melalui Kemensos.
Untuk melihat dari jadwal pencairan program keluarga harapan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis pada Tahun 2023, Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini: 



Tabel I.5
Jadwal Pencairan Program Keluarga Harapan Pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2023
	No
	Tahap
	Tanggal
	Bulan
	Keterangan

	1
	Pertama
	15-31
	Maret
	Keterlambatan Pencairan Minimal 15 Hari Dan Paling Lama 30 Hari

	2
	Kedua
	15-30
	Juni
	

	3
	Ketiga
	15-30
	September
	

	4
	Keempat
	15-31
	Desember
	


Sumber data : Kantor Desa Makeruh 2023
Di lihat tabel 1.4 di atas dapat dijelaskan bahwa jadwal pencairan program keluarga harapan yang terdapat pada Desa Makeruh dalam setahun mengalami empat tahap pencairan, yaitu tahap pertama pada tanggal 15 sampai 31 Maret, tahap kedua pada tanggal 15 sampai 31 Juni, tahap ketiga pada tanggal 15 sampai 31 September, tahap Keempat pada tanggal 15 sampai 31 Desember dan keterlambatan dalam pencairan dana PKH yaitu 15 Hari hingga 30 Hari.  
Penulis bertanya kepada salah satu Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan tentang jadwal penerima program keluarga harapan (PKH), yaitu Bapak Ahmad yang beralamat jalan HR. Subrantas Dusun Makeruh Jaya, RW. 5 RT. 10 pada hari Jum’at, 24 November 2023 Pukul 03.00 WIB sebagai berikut :
“tidak nak, kadang sesuai jadwal kadang tidak, bapak pun tidak tahu kenapa kok berubah tidak sesuai jadwal, bapak sebagai  penerima ikut saja meskipun terkadang lambat yang penting cair”  

Selanjutnya penulis bertanya kepada pendamping PKH tentang jadwal penerima program keluarga harapan (PKH) dan apakah daftar keluarga penerima PKH tepat sasaran, yaitu Bapak Zamuri yang beralamat jalan  Sri Makmur Dusun 2 Jaya, RW. 7 RT. 9 pada hari Sabtu, 25 November 2023 Pukul 10.00 WIB sebagai berikut :
“kalo masalah waktu itu tidak bisa di pastikan run kadang bulan ini cepat dan kadang bulan depan lambat tak sesuai dgn jadwal, lambat cepatnya pencairan ini bukan dari pihak desa, tapi memank dari pemerintah pusat run. Dan kalo masalah tetap sasaran yang menerima pkh ni pun bisa di katakan ada beberapa yang sesuai dengan kriteria dan ada juge beberapa yang tak sesuai kriteria run, ye abg sebagai pendamping ikut aje keputusan dari pemerintah pusat tidak bisa ganggu gugat, abang cume jalankan tugas aje ye sebagai pendamping”

Bisa disimpulkan hasil wawancara dari dua orang Kepala Keluarga Bapak Adnan yang tidak penerima Program Keluarga Harapan, kepala Keluarga Bapak Ahmad penerima Program Keluarga Harapan dan pendamping PKH Bapak Zamuri di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis bahwa PKH yang berjalan ini masih adanya yang tidak tepat waktu pencairannya.
Secara umum dilihat data di atas bahwa di Desa Makeruh cenderung belum begitu efektif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan  karena masih ada masyarakat yang menerima tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dalam menyalurkan program keluarga harapan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”
B. Perumusan Masalah
Kementerian Sosial menjalankan program harapan keluarga ini untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa gejala-gejala masalah diantaranya:
a. Masih ditemukan masyarakat yang menerima (PKH) tidak tepat sasaran di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Masih ditemukan jadwal masyarakat menerima (PKH) tidak tepat waktu di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
	Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”
C.	Tujuan dan Kegunaan Peneitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui efektivitas dalam program keluarga harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas program keluarga harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah Desa makeruh untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis
b. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara.
c. Sebagai sumber bagi penulis lain yang mungkin tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah yang sama di masa depan.  











BAB II 
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Efektivitas
Gibson dalam (Pasolong, 2014:4) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Subkhi dan Jauhar (2013:247) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan.
Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Menurut Makmur (2015; 6) efektifitas program adalah kegiatan yang pelaksanaannya menunjukkan keakuratan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai dalam kaitannya dengan hasil yang kita inginkan.
Dengan menggunakan pendekatan sistem, efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai seluruh siklus input-proses-output, bukan hanya output dan hubungan organisasi dengan lingkungannya. (Mutiarin, 2014: 231) Ada yang menafsirkannya sebagai situasi yang didasarkan pada Komaruddin.
Menurut Poerwanti dan Suwandayani (2020) Keefektifan mengacu pada pengertian sejauh mana rencana yang disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan
Menurut Beni (2016: 69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.
Efektivitas, seperti yang didefinisikan oleh Ravianto (2014:11), adalah sejauh mana individu menghasilkan output yang memenuhi harapan. Hal ini menandakan bahwa suatu proyek dianggap berhasil jika dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas tinggi.
Sutrisno Dalam Wulandari (2018:6), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu:
a. Pemahaman Program
b. Tepat Sasaran
c. Tepat Waktu
d. Tercapainya Tujuan
e. Perubahan Nyata


2. Program Keluarga Harapan (PKH)
	Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.(Abizal et al., 2022)
Program Keluarga Harapan atau disingkat (PKH) adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan dhuafa dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Fokus utama (PKH) adalah mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat miskin.
Program yang dimaksud adalah program pemberian uang tunai untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM), dan anggota keluarga (RTSM) diwajibkan untuk mengikuti aturan. Program ini secara nasional dikenal sebagai program transfer tunai bersyarat (CCT), dengan adanya fasilitas kesehatan, seperti untuk anak di bawah lima tahun atau wanita hamil, atau fasilitas pendidikan, seperti untuk anak-anak usia sekolah, adalah contoh dari persyaratan ini.
Bantuan tunai (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah, terutama yang memiliki anak dan ibu hamil, untuk memanfaatkan banyak fasilitas pendidikan dan perawatan kesehatan (Fasdik) dan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes) di sekitarnya. Dengan menjaga tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Presiden RI, tunjangan (PKH) juga mulai mendorong inklusi penyandang disabilitas dan lansia.. 
Keluarga penerima manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan penggunaan layanan sosial dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan bantuan melalui bantuan tunai dari (PKH). Ini termasuk memiliki akses berkelanjutan ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang saling melengkapi. Misi (PKH) adalah pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial bagi bangsa.
B. Operasional Variabel Penelitian
. 	Untuk mengetahui dan mempermudah dalam menganalisa kesalahpahaman objek dalam pembangunan konsep-konsep dan penulisan yang teliti, maka penulis akan menjelaskan tentang operasional variabel dan konsep penelitian yang digunakan sebagai landasan tujuan agar sesuai dengan permasalahan yang berlatar belakang dari permasalahan yang menjadi acuan penelitian dan untuk mengetahui serta mempermudah dalam menganalisa kesalahpahaman objek yang akan diteliti yaitu:
1. Analisis
Yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan hal ini berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Efektivitas
Yang dimaksud dengan efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Program Keluarga Harapan
Yang dimaksud dengan program keluarga harapan adalah program perlindungan sosial yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan membantu keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Efektivitas Program Keluarga Harapan
Yang dimaksud dengan efektivitas program keluarga harapan adalah Sejauh mana Program Harapan Keluarga telah berhasil mencapai tujuannya secara efisien dan mencapai dampak positif yang diinginkan disebut sebagai efektivitas program. Secara umum, efektivitas suatu program dapat ditentukan dengan membandingkan hasilnya dengan tujuan yang dirancang untuk dicapai dan menentukan seberapa baik program tersebut mencapai tujuannya..
Untuk mengukur tingkat efektivitas program keluarga harapan pada penelitian ini terdapat 5 (lima) indikator yaitu Menurut Sutrisno Dalam Wulandari (2018:6), menyatakan bahwa dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat beberapa variabel yaitu:

1. Pemahaman Program 
Pemahaman program merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).
	Efektifitas dalam pemahaman program dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Memahami persyaratan dan ketentuan penerimaan PKH
b. Memahami mekanisme daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
c. Memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH)
2. Tepat Sasaran
Bahwa ketetapan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta PKH tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
Efektifitas dalam tepat sasaran dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya tepat sasaran dalam pemberian PKH pada masyarakat miskin
b. Adanya kesesuaian jumlah penerima PKH dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos
c. Adanya ketepatan dalam menetapkan kategori penerima PKH.

3. Tepat Waktu 
Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan dana PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan dana sosial yang diberikan tiga bulan sekali, kepada masing-masing peserta PKH, agar pelaksanaan PKH berjalan dengan efektif maka tepat waktu adalah salah satu strategi yang penting dalam program PKH.
Efektifitas dalam tepat waktu dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya batas waktu yang telah ditetapkan
b. Adanya  ketepatan waktu informasi penerimaan PKH
c. Adanya ketepatan waktu dalam pemberian PKH
4. Tercapainya Tujuan
Tujuan merupakan capaian dari suatu sasaran dana target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. 
Efektifitas dalam tercapainya tujuan dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Tercapainya target jumlah penerima PKH dari Desa
b. Tercapainya jumlah peserta penyuluhan PKH bagi yang menerima
c. Tercapainya jumlah biaya yang diterima


5. Perubahan Nyata 
Perubahan nyata merupakan suatu bentuk perubahan yang dirasakan oleh seseorang atau program yang telah dijalankan.
Efektifitas dalam perubahan nyata dapat dilihat melalui sub indikator sebagai berikut:
a. Adanya perubahan data peserta dalam penerimaan PKH dalam setahun
b. Adanya perubahan jumlah uang yang didapatkan bagi penerima PKH dalam setahun
c. Adanya perubahan perekonomian bagi masyarakat setelah menerima PKH
	Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel efektivitas program keluarga harapan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dari beberapa sub indikator tersebut diatas, maka penulis membuat kategori sebagai berikut:
· Sangat Efektif diberi Skor	(5)
· Efektif diberi Skor	(4)
· Cukup Efektif diberi Skor 	(3)
· Tidak Efektif diberi Skor	(2)
· Sangat Tidak Efektif diberi Skor	(1)


BAB III
 METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
	Penulis melakukan penelitian di Desa Makeruh yang terletak di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Penulis menemukan bahwa lokasi ini tidak efektif dalam pelaksanaan kegiatan program keluarga harapan oleh Pemerintah Desa yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. 
B. Populasi dan Sampel
	Menurut Sugiyono (2017:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi penelitian adalah kepala desa dan seluruh Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Pendamping (PKH) dan seluruh masyarakat penerima (PKH)  yang ada di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
	Menurut Sugiyono (2017:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Menurut Pasolong (2014:101), sampel adalah sebagaian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit, maka penulis menggunakan  teknik yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, Pendamping (PKH) beserta masyarakat penerima program keluarga harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. penulis menggunakan metode teknik Sensus Sampling/Sampling Jenuh (Sugiyono, 2017:96), yaitu, seluruh populasi diambil sampelnya karena jumlahnya yang kecil, dan komunitas yang diambil sampelnya dalam penelitian terdiri dari semua keluarga penerima program keluarga harapan yang terlibat dalam proses efektivitas program dan penulis menganggap relevan untuk memberikan penilaian variabel yang diteliti. Tabel berikut memberikan kejelasan tambahan mengenai situasi populasi dan sampel penelitian:
Tabel III.1
Keadaan Populasi Dan Sampel Pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
	No
	Jenis Populasi
	Populasi
(Orang)
	Sampel
(Orang )
	Persentase (%)

	1
	Kepala Desa
	1
	1
	100

	2
	Sekretaris  Desa
Kaur Desa
Kasi Desa
Staf Desa
Kepala Dusun
	
1
3
2
8
4
	
1
3
2
8
4
	
100
100
100
100 
100

	3
	Pendamping PKH
	1
	1
	100

	3
	Masyarakat Penerima (PKH)
	82
	82
	100

	Jumlah
	102
	102
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2023 
C. Jenis Data 
	Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data Primer 
	Menurut Soewadji (2014:147), Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian. Penulis menarik data tentang efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pemahaman sebelumnya. Adapun data yang dimaksud berhubungan dengan:
a. Jumlah penerima program keluarga harapan
b. Jadwal pencairan program keluarga harapan
c. Syarat dan ketentuan penerima program keluarga harapan
d. Jumlah Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan
e. Kriteria penerima program keluarga harapan
2. Data Sekunder
	Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data tersebut diantaranya:
a. Sejarah Desa Makeruh  Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Keadaan dan Komposisi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
c. Sarana dan Prasarana Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
d. Struktur Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
e. Visi-misi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
D. Teknik Pengumpulan Data
	Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber dipercaya dan tanggung jawabkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang dilakukan terdiri dari:
1. Observasi 
	Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.
2. Wawancara
	Menurut Sugiyono (2017:157), wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari apa laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.  
3. Kuesioner/Angket
	Menurut Sugiyono (2017:162), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden.
4. Dokumentasi
Sugiyono (2018:476) mengatakan bahwa dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, gambar, dan angka berupa laporan dan informasi yang dapat membantu penelitian.
E.  Analisa Data
	Penganalisaan data penelitian dilakukan dengan cara statistik deskriptif dimana mengelompokkan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Kegiatan dalam analisa data dapat penelitian ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabael dan jenis responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan untuk setiap kategori penulis menggunakan teknik pencarian kategori nilai dengan menggunakan Rating Scale. Menurut Sugiyono (2017:113), Rating Scale yaitu data mentah yang dapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian adalah sebagai berikut:
	Untuk menentukan kategori setiap indikator penilaian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al dalam (Zulganef, 2018). Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a.  Skor Tertinggi 	5 X 5 X 102 = 2.550
b.  Skor Terendah	1 X 5 X 102 = 510
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas digunakan rumus dari Lind et al (Zulganef, 2018) yaitu:  
Dimana: 
H = nilai dan tertinggi 
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas 
	Berdasarkan rumus tersebut interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:



	Maka kategori penilaian tiap indikator adalah sebagai berikut :
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Efektif 
	2.143 – 2.550

	Efektif 
	1.735 – 2.142

	Cukup Efektif
	1.327 – 1.734

	Tidak Efektif
	919    – 1.326

	Sangat Tidak Efektif
	510    – 918



2. Pengukuran untuk seluruh indikator penelitian adalah sebagai berikut:
	Untuk menentukan kategori seluruh indikator penilaian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al dalam (Zulganef, 2018). Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
c.  Skor Tertinggi 	5 X 15 X 102 = 7.650
d.  Skor Terendah	1 X 15 X 102 = 1.530
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas digunakan rumus dari Lind et al (Zulganef, 2018) yaitu:  
Dimana:
H = nilai dan tertinggi 
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas 
	Berdasarkan rumus tersebut interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:



	Maka kategori penilaian tiap indikator adalah sebagai berikut :
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Efektif 
	6.427 – 7.650

	Efektif 
	5.203 – 6.426

	Cukup Efektif
	3.979  – 5.202

	Tidak Efektif
	2.755  – 3.978

	Sangat Tidak Efektif
	1.530  – 2.754



BAB IV
GAMBARAN UMUM DESA MAKERUH KECAMTAN RUPAT KABUPATEN RUPAT
A. Sejarah Berdirinya Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Pada zaman dahulu asal usul desa makeruh masih hutan belantara dan masih belum dijamah oleh tangan manusia, namun pada tahun 1939 ada seorang laki-laki yang bernama MATHASAN yang berusaha dengan semangat yang kuat untuk membangun hutan belantara tersebut bersama dengan anggota penduduknya. Sosok sankarta yang dikenal dengan sebutan nama MAT adalah seorang laki-laki yang berasal dari desa makeruh juga, dia adalah laki-laki pertama yang membangun desa makeruh dengan gigih dan semangat, dan lama-kelamaan menjadi sebuah desa yang sangat damai dan makmur.
Pada zaman dahulunya desa makeruh ini diberi nama Kampung Air, sehingga ada satu cerita yang menyebabkan kampung air tersebut diberinama desa makeruh, yaitu pada suatu hari ada dua orang pemuda yang sedang berkelahi ditepi sebuah kolam, dan disaksikan bnayak masyarakat dan penduduk setempat, sehingga perkelahian itu sangat sengit sekali sampai menumpahkan darah di air kolam itu, seorang pemuda berhasil mengalahkan lawannya dan mencampakkan lawannya tersebut kekolam air itu, sehingga air didalam kolam yang jernih itu berubah menjadi keruh bercampurkan darah dan air lumpur, lalu ada seorang kakek tua menghampiri pemuda yang  jatuh di kolam tersebut dan menolongnya naik keatas, lalu kakek tersebut berkata kepada kedua pemuda tersebut “Damailah kalian mari kita bangkit dan bangun kampung ini dengan kedamaian, karena kampung air ini selalu ada pertengkaran dan perkelahian, maka aku akan mengubah nama Kampung Air menjadi Makeruh. Kemudian Mathasan pun setuju dengan usulan kakek tersebut, sejak itulah kampung air berubah nama menjadi Makeruh, sejak saat itulah makeruh aman, damai sentosa, penduduknya pun semakin bertambah.
Desa Makeruh Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari empat desa yang membentuk Kecamatan Rupat. Desa lain di Kecamatan Rupat antara lain Desa Batu Panjang, Desa Tanjung Kapal, Desa Terkul, Desa Pergam, Desa Teluk Lekah, Desa Pangkalan Nyirih, Desa Hutan Panjang, Desa Makruh, Desa Sukarjo Mesim, Desa Kebumen, Desa Sri Tanjung, Desa Pancur Jaya, Desa Makeruh berjarak 48,00 kilometer ke utara ibu kota kecamatan.
Keadaan alam Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis merupakan hamparan datar. Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki luas keseluruhan kurang dari ± 151 KM². Dengan batas teritorial sebagai berikut:
1. Sebelah Timur berbatasan Selat Malaka Malaysia
2. Sebelah Utara berbatasan Desa kadur/Puteri Sembilan
3. Sebelah Barat berbatasan Desa Hutan Panjang
4. Sebelah Selatan berbatasan Desa Pangkalan Nyirih
Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2022 berjumlah 1.630 jiwa atau sama dengan 471 Kepala Keluarga (KK). Jarak Desa Makeruh dari pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 48,00 Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten berjarak 210,00 Kilometer, dan dari pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Makeruh berjarak 225,00 Kilometer.
Potensi lahan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih mengandung sejumlah kawasan yang belum digarap, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kawasan tersebut masih dapat dikembangkan oleh warga Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis di bidang perkebunan. Tanah yang ada di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sangat cocok untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit, padi, dan karet, seperti yang terlihat dari permukaan. Selain itu, Desa Makeruh  Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berpotensi mendukung pertumbuhan budidaya ikan, udang, dan kepiting air tawar karena habitatnya yang rawa/dataran rendah.
Sementara itu, iklim di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tampak tropis. Dari September hingga Maret, ada musim kemarau dan musim hujan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan Maret hingga Agustus setiap tahunnya. 
B. Keadaan dan Komposisi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
penduduk Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa proporsi perempuan secara signifikan lebih tinggi daripada laki-laki. Untuk jelasnya dilihat tabel di bawah ini:
Tabel IV. 1
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	Laki-Laki
	792
	49

	2
	Perempuan
	838
	51

	Jumlah
	1.630
	100


Jumlah Penduduk Desa Makeruh Menurut Jenis Kelamin
Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2024.
	Di lihat dari tabel IV.1 diatas menjelaskan bahwa Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk 1.630 jiwa. dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 792 jiwa atau (49%) dan jumlah penduduk perempuan adalah 838 jiwa atau (51%).
Selanjutnya untuk melihat tingkat umur penduduk pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel IV. 2
Jumlah Penduduk Desa Makeruh di Lihat dari Kelompok Usia
	No
	Kelompok Umur
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	0 s/d 15 tahun
	424
	26

	2
	15 s/d 65 tahun
	1.104
	68

	3
	 65 tahun
	102
	6

	Jumlah
	1.630
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2024
Di lihat dari tabel IV.2 diatas menjelaskan bahwa penduduk pada Desa Makeruh dilihat dari kelompok Usia, pada umumnya yang terbanyak pada penduduk berada pada usia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun yang terbanyak dengan jumlah 1.104 jiwa (6%) dan yang berusia pada usia 0 sampai 15 tahun dengan jumlah 424 jiwa atau sebesar (68%), selanjutnya pada usia 65 tahun keatas berjumlah 102 jiwa atau sebesar (6%).
Apabila dilihat dari mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun, peternak, pedagang, honorer dan PNS. Untuk lebih jelasnya mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat dapat di lihat pada tebel dibawah ini:


Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Desa Makeruh di Lihat dari Mata Pencarian
	No
	Mata Pencarian
	 Jumlah orang
	Persentase (%)

	1.
	Petani/Pekebun
	298
	45

	2.
	Nelayan
	66
	10

	3.
	Wiraswasta
	237
	36

	4.
	Buruh
	39
	6

	5.
	Honorer/Profesi
	11
	2

	6.
	PNS
	6
	1

	Jumlah
	657
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh tahun 2024
Di lihat dari tabel IV.3 diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Makeruh yang bekerja sebagai petani/pekebun bejumlah 298 orang (45%). Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 66 orang (10%). Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai Wiraswasta berjumlah 237 orang (36%), dan yang bekerja sebagai bidang buruh berjumlah 39 orang (6%). Sedangkan yang bekerja sebagai honorer/profesi berjumlah 11 orang (2%), dan yang bekerja sebagai PNS yaitu berjumlah 6 orang (1%).
Berdasarkan mata pencarian penduduk sebagaimana dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencarian atau pekerjaan penduduk Desa Makeruh bersifat heterogen, dengan demikian diharapkan dengan mata pencarian tersebut dapat memberikan pengaruh pada sosial ekonomi masyarakat pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Selain itu, disiapkan personel yang mampu menunjang kegiatan kerja yang diperlukan agar Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan dari kecamatan. Operasional kantor dan prosedur pelayanan Desa didukung oleh aparatur dan aparat. Di kantor Desa Makeruh di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, situasi dan komposisi perangkat desa adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4
Komposisi Pemerintah Desa berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	1.
	Laki-laki
	14
	74

	2.
	Perempuan
	5
	26

	Jumlah
	19
	100


Sumber data: Kantor Desa Makeruh 2024.
Di lihat dari tabel IV.4 di atas menjelaskan bahwa jumlah pemerintah Desa sebanyak 19 orang yang terdiri dari 14 orang pria (74%), dan perempuan berjumlah sebanyak 5 orang (26%).
Selain itu, Kepala Desa Makeruh harus mempekerjakan pengurus dengan latar belakang pendidikan untuk memudahkan kegiatan Dinas tersebut. Karena lapangan kerja yang akan diciptakan sangat didukung oleh jenjang pendidikan. Tabel berikut menggambarkan tingkat pendidikan pemerintah desa di Kantor Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis:

Tabel IV.5
Komposisi Pemerintah Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	1.
	S1/Sederajat
	7
	37

	2.
	D3/Sederajat
	3
	16

	3.
	SLTA/Sederajat
	9
	47

	4.
	SLTP/Sederajat
	-
	-

	5.
	SD/Sederajat
	-
	-

	Jumlah
	19
	100


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2024.
Di lihat dari tabel IV. 5 di atas menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan Pemerintah Desa Makeruh cukup baik yaitu yang tamatan S1/Sederajat sebanyak 7 orang (37,4%), dan yang tamatan D3/Sederajat sebanyak 3 orang (16%), sedangkan yang tamatan dari SLTA/Sederajat hanya 9 orang (47%), dan tidak ada lagi pemerintah Desa yang berlatar belakang pendidikan tamatan SLTP/Sederajat dan SD/Sederajat. Dengan pendidikan yang cukup baik ini akan menjadi faktor pendukung Pemerintah Desa dalam menyakinkan masyarakat terkait program-program yang akan dilaksanakan, mengingat pendidikan juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah Desa untuk menunjang terciptanya pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk pembangunan Desa.


C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Aparatur Desa di Kabupaten Bengkalis mengatur jalannya roda pemerintahan di Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. dijelaskan bahwa susunan Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa. perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas, Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, unsur Staf Sekretariat Desa yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Sedangkan untuk Pelaksana Kewilayahan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Dusun. Dan untuk Pelaksana Teknis terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
Mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:





Bagan IV.1
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Sumber Data: Kantor Desa Makeruh Tahun 2024.
Selanjutnya mengenai rincian tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
e. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, praktik sosial budaya dan keagamaan masyarakat, dan pekerjaan adalah contoh pengembangan masyarakat.

2. Sekretaris Desa
Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
b. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Adapun fungsi Sekretaris Desa yaitu:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
d. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan
Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur staf sekretariat
b. Membantu Sekretariat Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Adapun fungsi Kepala Urusan yaitu:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya.
c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Kepala Seksi
Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur pelaksana teknis
b. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
Adapun fungsi Kepala Seksi sebagai berikut:
a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa. 
b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi dibagian kesejahteraan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Selanjutnya bagian pelayanan bertugas melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, kagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Kepala Dusun
Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
Adapun fungsi Kepala Dusun sebagai berikut:
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembanguanan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
D. Sarana dan Prasarana Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
sarana dan prasarana dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan akan dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fasilitas tersebut juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis.
Selanjutnya untuk mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat pada Desa Makeruh dapat di lihat tabel di bawah ini:
Tabel IV. 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Sarana dan Prasarana
	Unit
	Kondisi

	1
	Bidang Transportasi Darat
a. Jalan aspal
b. Jalan tanah
c. Jembatan beton
	
6 
5 
14
	
2 rusak
1 rusak
4 rusak

	2
	Bidang Pendidikan
a. PAUD
b. TK
c. SD
d. SMP/Sederajat
	
1
1 
1
1 
	Baik

	3
	Rumah Ibadah
a. Masjid
b. Musholla
c. Klenteng
	
3 
4 
1
	Baik

	4
	Bidang Kesehatan
a. Puskesdes
b. Posyandu
c. Dukun bersalin Terlatih
	
1 
4 
1 
	Baik

	5
	Bidang Olahraga
a. Lapangan Sepak Bola 
b. Lapangan Bola Volly
	
1 
1
	Baik

	6
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan
a. Balai pertemuan
b. Ruang kerja
c. Meja
d. Almari arsip
e. Kursi
f. Komputer
g. Printer
h. Kendaraan dinas 
	
1 
1 
15 
10 
20 
3 
2 
2
	Baik

	Jumlah
	102
	


Sumber Data: Kantor Desa Makeruh tahun 2024.

Di lihat dari tabel IV.6 diatas menjelaskan bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan baik dalam arti telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya seperti sarana transportasi, pendidikan, ibadah, kesehatan, olahraga dan sarana pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
E. Visi-misi Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa makeruh seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Makeruh adalah:
“Terwujudnya Kepemerintahan yang Profesional, Responsif dan Inovatif menuju Masyarakat Desa Makeruh yan Sejahtera, Mandiri, Agamis dan Bermartabat”
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi desa tersebut, Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dilaksanakan sebagaimana penyusunan visi, misi juga dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Makeruh sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Makeruh adalah:
1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntable melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan dan perikanan serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industry kecil dan menengah, dan sector informasi.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek.






BAB V
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DI DESA MAKERUH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. Identitas Responden
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan Jumlah responden sebanyak 102 Responden yang terdiri dari Pemerintah Desa sebanyak 19 orang, pendamping (PKH) sebanyak 1 orang dan masyarakat penerima program keluarga harapan sebanyak 82 orang.
Penulis membagi peserta penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Data peserta penelitian dapat dilihat sebagai berikut.:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang sangat wajar dalam organisasi masyarakat, selanjutnya Kemampuan dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan pun sudah tidak jauh berbeda, hai ini terbukti banyaknya kaum perempuan yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi. Individu baik laki-laki maupun perempuan dituntut mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun tabel di bawah ini untuk rincian jenis kelamin responden:

Tabel. V.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
PKH
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	Laki-Laki
	14
	82
	1
	97
	96

	2
	Perempuan
	5
	-
	-
	5
	4

	Jumlah
	19
	82
	1
	102
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024
Di lihat dari tabel V.1 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 97 orang (96%), sedangkan responden perempuan berjumlah 7 orang (4%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Umur merupakan salah satu faktor yang membuat kemampuan dan keterampilan seseorang berkurang ataupun bertambah. Hal ini tentu menjadi perhatian setiap organisasi maupun individu dalam masyarakat dimana umur yang berada pada masa produktif akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai tujuan yang ditetapkan atau sebaliknya.
Dalam penelitian ini tingkat umur juga merupakan salah satu dasar penulis untuk membedakan umur responden yang menjadi penelitian penulis, sehingga dengan adanya perbedaan umur dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari hasil penelitian penulis. Untuk mengetahui jumlah Usia responden tercantum dalam tabel di bawah ini.:

Tabel. V. 2
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Tingkat  Umur
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
PKH
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	26 - 35
	10
	27
	1
	38
	38

	2
	36 - 45
	5
	44
	-
	49
	49

	3
	46 - 55
	4
	5
	-
	9
	9

	4
	>56
	-
	6
	-
	6
	4

	Jumlah
	19
	82
	1
	102
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024
Di lihat dari tabel V.2 di atas menjelaskan bahwa tingkat umur yang paling banyak dari responden penelitian yaitu berusia antara 36 hingga usia 45 tahun berjumlah 49 orang (49%), selanjutnya diikuti dengan responden tingkat umur 46 Hingga usia 55 tahun terdapat 9 orang (9%), diikuti oleh 38 orang (38%), 38 orang berusia antara 26 dan 35 tahun, dan 6 orang (4%) di atas usia 56 tahun.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi utama dalam menggerakkan dan menjalankan suatu roda pemerintahan, dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam menjalankan atau mengemban tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu latar belakang pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh keberhasilan terhadap pelaksanaan roda dalam pemerintahan. Tabel di bawah ini menampilkan responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel. V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidkan
	No
	Tingkat  
Pendidkan
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
PKH
	Pendamping
PKH
	
	

	1
	S1
	7
	-
	-
	7
	7

	2
	D3
	3
	-
	-
	3
	3

	3
	SLTA
	9
	12
	1
	22
	21

	4
	SLTP
	-
	48
	-
	48
	48

	5
	SD
	-
	22
	-
	22
	21

	Jumlah
	19
	82
	1
	102
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2024
Di lihat dari tabel V.3 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian berpendidikan SLTP yaitu berjumlah 48 orang (48%), Sedangkan untuk tingkat pendidikan S1 hanya 7 orang (7%), dan sisanya dari tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (3%), dari tingkat pendidikan SLTA hanya 22 orang (21%) dan  tingkat pendidikan SD hanya 22 orang (21%).
B. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan pada pemerintahan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan hal ini juga merupakan investasi yang berharga bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dalam  perwujudan ekonomi ini penting untuk menilai kontribusi program tersebut dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan mempromosikan inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, maka indikator penulis terdiri dari:
1. Pemahaman Program 
Pemahaman program adalah program bantuan sosial bersyarat di Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Adapun tujuan menurut Kemensos bahwa PKH yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan  inklusi keuangan. Pemahaman ini melibatkan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan (PKH). Untuk melihat efektifitas dalam pemahaman program di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tiga sub indikator sebagai berikut:
a. 	Memahami persyaratan dan ketentuan penerimaan (PKH)
Adalah pemahaman yang mendalam terhadap persyaratan dan ketentuan penerima (PKH). Persyaratan penerima (PKH) diantaranya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan e-KTP, terdaftar sebagai anggota keluarga berkebutuhan khusus dalam data kelurahan, tidak menjadi bagian dari anggota ASN, TNI, atau Polri dan belum menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis  cukup memahami persyaratan dan dibantu oleh RT setempat untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dengan dikumpulnya jumlah KK (kartu keluarga) yang menerima setiap RT dan diusulkan kepemerintah Desa. Selanjutnya pemerintah Desa menyeleksi sesuai kuota atau jumlah penerima PKH yang berhak menerima bantuan yang diberikan. Kemudian, kriteria penerima (PKH) adalah ibu hamil/menyusui, pelajar, lanjut usia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Memahami persyaratan. Jumlah yang diusulkan dari Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berjumlah 99 orang sedangkan yang   menerima PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berjumlah 82 orang. Hal ini terlihat bahwa jumlah yang diusulkan dari desa tidak semua menerima PKH.


b. Memahami mekanisme daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
Merupakan basis data yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis cukup memahami mekanisme daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Prosesnya dimulai dengan pendaftaran, di mana warga yang merasa berhak atas bantuan sosial dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Ketua RT Setempat yang diajuakan ke desa/kelurahan. Selanjutnya, data yang masuk diverifikasi oleh petugas di tingkat desa/kelurahan melalui kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen. Data hasil verifikasi kemudian dimasukkan ke dalam sistem DTKS oleh petugas Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah secara berkala memutakhirkan data ini untuk memastikan akurasi dan relevansi. Berdasarkan data yang sudah terverifikasi, pemerintah menetapkan kelayakan penerima bantuan sosial dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat pendapatan dan kondisi rumah tangga. Setelah itu, Daftar Penerima Manfaat (DPM) disusun dan diterbitkan. Bantuan sosial kemudian disalurkan kepada penerima yang terdaftar melalui berbagai mekanisme seperti transfer tunai, bantuan pangan, dan subsidi.
c. Memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH)
Adalah sebuah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dalam program bantuan sosial ini. Kartu ini berfungsi sebagai alat untuk mengakses berbagai bentuk bantuan yang disalurkan melalui PKH, seperti bantuan tunai untuk pendidikan anak, kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh cukup memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH). Proses ini dimulai dengan pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat yang dilakukan oleh petugas lapangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Data yang telah diverifikasi kemudian diinput ke dalam sistem data nasional oleh Dinas Sosial setempat. Setelah data terinput dan tervalidasi, kartu kesejahteraan sosial dicetak dan didistribusikan kepada penerima manfaat. Kartu ini berfungsi sebagai identitas resmi penerima bantuan dan alat untuk mengakses berbagai jenis bantuan sosial yang disalurkan melalui PKH. Distribusi kartu dilakukan melalui koordinasi dengan pihak desa/kelurahan untuk memastikan penerima manfaat menerima kartu secara langsung. Selain itu, penerima manfaat juga diberikan sosialisasi mengenai penggunaan kartu tersebut dan hak-hak mereka dalam program PKH. Untuk melihat lebih jelas indikator pemahaman program dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemahaman Program
	No
	Sub indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Memahami persyaratan dan kriteria penerimaan (PKH)
	345

	2
	Memahami mekanisme daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
	353

	3
	Memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH)
	328

	Total Skor
	1.026


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai pemahaman program terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu memahami persyaratan dan ketentuan penerimaan (PKH) memiliki jumlah skor yaitu 343, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu memahami mekanisme daftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) jumlah skor 353, dan sub indikator ketiga yaitu memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH) dengan jumlah skor 328.
Dari ketiga sub indikator tersebut dilihat bahwa tanggapan responden terhadap indikator pertama, yaitu pemahaman mereka terhadap program dengan total skor 1.026 yang berada kategori Tidak Efektif (CE). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator pemahaman program dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
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Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator pemahaman program dikategorikan Tidak Efektif (CE) dengan total skor 1.026 (40,3%).
2. 	Tepat Sasaran 
Istilah ini merujuk pada proses penyaluran bantuan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai kelompok sasaran yang dimaksudkan, tanpa terjadi penyimpangan atau salah sasaran. Dengan kata lain, tepat sasaran berarti bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang memang berhak dan membutuhkannya, berdasarkan data dan kriteria yang valid. Tepat sasaran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) mengacu pada kemampuan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, yaitu keluarga miskin, serta memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat efektifitas dalam tepat sasaran di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tiga sub indikator sebagai berikut:
a. 	Adanya tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin
Ialah Adanya prinsip tepat sasaran dalam pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya dengan tepat. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin. Proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran dalam pemberian kepada masyarakat miskin melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan pendataan awal oleh petugas lapangan yang mengidentifikasi keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah tangga, dan faktor sosial lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya, data yang sudah tervalidasi dimasukkan ke dalam sistem data nasional oleh Dinas Sosial setempat. Berdasarkan data tersebut, daftar penerima manfaat disusun dan ditetapkan. Adapun kendala untuk mencapai tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu kurangnya koordinasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian (PKH) pemerintah pusat, pemerintah daerah dan petugas lapangan sehingga menyebabkan pemberian (PKH) kepada masyarakat yang mendapatkan (PKH) tidak tepat sasaran. Menurut bapak Amirul sebagai Petugas PKH Desa Makeruh dan bapak Arkam sebagai sekdes desa makeruh menyampaikan bahwasanya KK yang tidak menerima PKH masih ditemukan orang yang lebih susah dibandingkan yang menerima PKH dan lebih parahnya masih ditemukan beberapa KK yang dianggap susah oleh Pemerintah Desa Makeruh selama ini diajukan tidak pernah menerima sama sekali menerima PKH. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami tentang tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin.
b. 	Adanya kesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos
Adalah Adanya kesesuaian jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari tingkat desa khusunya di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan penerima (PKH) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat sasaran dan efektif. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak kesesuaian dalam jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos. Proses ini dimulai dengan pendataan oleh petugas lapangan di tingkat desa, yang mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Data ini kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh petugas desa melalui kunjungan langsung dan pengecekan dokumen untuk memastikan kebenaran informasi. Setelah verifikasi di tingkat desa, data calon penerima manfaat dikirimkan ke Dinas Sosial kabupaten/kota untuk diinput ke dalam sistem data nasional yang dikelola oleh Kemensos. Data ini kemudian dibandingkan dan dicocokkan dengan data yang ada di pusat untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan. Kemensos melakukan validasi akhir dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode, termasuk kunjungan lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jumlah yang diusulkan dari Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berjumlah 99 orang sedangkan yang   menerima PKH sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kemensos di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berjumlah 82 orang. Adapun kendala dalam pelaksanaan kesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis ialah ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam pembaruan data. Data penerima di desa lebih cepat diperbarui karena desa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga bisa mengidentifikasi perubahan kondisi keluarga, seperti kematian, perpindahan, atau perubahan status ekonomi. Namun, proses sinkronisasi data dengan Kemensos mungkin memerlukan waktu lebih lama, menyebabkan perbedaan data di Desa dengan Kemensos jumlah penerima yang tercatat. Dengan kendala inilah menyebabkan ketidakkesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos itu berbeda. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami tentang kesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima PKH dari Kemensos.
c. Adanya ketepatan dalam menetapkan kategori penerima (PKH)
Ialah Adanya ketepatan dalam menetapkan kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi inti dari keberhasilan program tersebut dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya secara paling mendesak. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak ketepatan dalam menetapkan kategori penerima (PKH). Proses ketepatan dalam menentukan kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dengan pendataan awal oleh petugas lapangan yang mengidentifikasi keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data yang dikumpulkan diverifikasi melalui kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen untuk memastikan keakuratan informasi. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam sistem data nasional oleh Dinas Sosial setempat dan dikirim ke Kementerian Sosial untuk validasi lebih lanjut. Di tingkat pusat, data ini divalidasi dengan membandingkannya dengan sumber data lain dan melakukan verifikasi lapangan untuk mencegah duplikasi atau kesalahan. Berdasarkan data yang telah divalidasi, penerima manfaat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. Daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan kemudian dikirim kembali ke pemerintah desa untuk pengecekan akhir, memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Bantuan kemudian disalurkan kepada penerima yang telah terdaftar melalui mekanisme yang telah ditentukan. Adapun kendala dalam melakukan menetapkan kategori penerima (PKH) adalah dalam proses verifikasi dan validasi data di lapangan. Petugas yang bertugas melakukan survei mungkin tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk melakukan penilaian yang mendalam terhadap kondisi setiap keluarga, sehingga data yang dihasilkan bisa saja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami tentang ketepatan dalam menetapkan kategori penerima (PKH). Untuk melihat lebih jelas indikator tepat sasaran Dapat diamati dalam tabel di bawah ini:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Tepat Sasaran
	No
	Sub indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Adanya tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin
	241

	2
	Adanya kesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima (PKH) dari Kemensos
	226

	3
	Adanya ketepatan dalam menetapkan kategori penerima (PKH)
	233

	Total Skor
	700


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di lihat dari tabel V.5 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai tepat sasaran terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu adanya tepat sasaran dalam pemberian (PKH) pada masyarakat miskin memiliki jumlah skor yaitu 241, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu adanya kesesuaian jumlah penerima (PKH) dari Desa dengan penerima (PKH) dari Kemensos jumlah skor 226, dan sub indikator ketiga yaitu Adanya ketepatan dalam menetapkan kategori penerima (PKH) dengan jumlah skor 233.
Dari ketiga sub indikator tersebut dilihat bahwa tanggapan responden terhadap indikator pertama yaitu tepat sasaran memperoleh total skor 700 yang berada kategori Sangat Tidak Efektif (STE). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator tepat sasaran dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
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Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator tepat sasaran dikategorikan Sangat Tidak Efektif (TE) dengan total skor 700 (27,5%).
3. 	Tepat Waktu 
Pemberian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), prinsip ini menekankan pentingnya menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa keterlambatan. Keterlambatan dalam penyaluran bantuan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi penerima manfaat, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau mengakibatkan ketidakpastian finansial. Untuk melihat efektifitas dalam tepat waktu Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tiga sub indikator sebagai berikut:
a. 	Adanya batas waktu yang telah ditetapkan
Ialah Batas waktu ini memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga penyaluran bantuan, dapat dilakukan dengan efektif dan akurasi yang maksimal. Dengan menetapkan batas waktu, pemerintah atau lembaga terkait memberikan kerangka waktu yang jelas bagi pelaksanaan program, sehingga memungkinkan untuk perencanaan yang lebih baik dan penyelesaian tugas-tugas yang terkait dengan tepat waktu. Masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adanya ketidak ketepatan waktu dalam menetapkan batas waktu. Adapun proses Jadwal pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan secara bertahap sepanjang tahun untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu sesuai kebutuhan penerima manfaat. Biasanya, pencairan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada triwulan pertama (Januari - Maret), triwulan kedua (April - Juni), triwulan ketiga (Juli - September), dan triwulan keempat (Oktober - Desember). Pencairan pertama dilakukan pada awal tahun, membantu keluarga setelah pengeluaran besar selama liburan akhir tahun. Pencairan kedua biasanya terjadi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat selama periode tersebut. Pencairan ketiga dilakukan menjelang tahun ajaran baru, membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak. Pencairan keempat dilakukan menjelang akhir tahun untuk menghadapi kebutuhan mendesak lainnya. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, mengumumkan jadwal pencairan ini melalui berbagai saluran komunikasi agar informasi tersebut dapat diakses oleh semua penerima manfaat. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami tentang batas waktu yang telah ditetapkan
b. Adanya ketepatan waktu informasi penerimaan (PKH)
Ialah  aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Informasi yang disampaikan tepat waktu memastikan bahwa keluarga penerima manfaat dapat merencanakan dan mengelola bantuan yang diterima dengan baik. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, biasanya mengumumkan jadwal pencairan dan informasi terkait lainnya melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web resmi, media sosial, dan jaringan pemerintah daerah. Pengumuman yang tepat waktu memungkinkan penerima manfaat untuk mengetahui kapan bantuan akan diterima dan bagaimana cara mengaksesnya, sehingga dapat meminimalkan risiko penundaan dalam pemanfaatan bantuan tersebut. Adapun kendala dalam melakukan ketidak ketepatan waktu informasi penerimaan (PKH) yaitu ketidaktepatan data maksudnya yaitu data penerima tidak diperbarui secara rutin setiap tahunnya sehingga informasi yang disampaikan bisa jadi tidak relevan atau salah sasaran yang akan menyebabkan penerima manfaat tidak mendapatkan pemberitahuan tepat waktu mengenai status penerimaan mereka, baik karena perubahan alamat, nomor telepon, atau kondisi lainnya yang belum terdata dengan baik. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami ketidak ketepatan waktu informasi penerimaan (PKH) yang sudah di jadwalkan. 
c. Adanya ketepatan waktu dalam pemberian (PKH)
Ialah prinsip yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat penerima (PKH), ketepatan waktu dalam pemberian (PKH) juga mencerminkan komitmen pemerintah atau lembaga terkait dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Dalam pemberian biaya (PKH) terkadang mengalami keterlambatan penerimaan biaya oleh masyarakata (PKH) itu bisa sekitar 15 sampai 30 hari. Adapun kendala dalam ketepatan waktu dalam pemberian (PKH) yaitu gangguan dalam proses transfer dana, Kesulitan dalam proses transfer dana ke rekening penerima bantuan, seperti masalah dengan lembaga keuangan atau sistem transfer, kendala ini disebabkan oleh lembaga keuangan seperti Bank yang di tuju untuk pencairan (PKH) terkadang mengalami gangguan jaringan sehingga menghambat proses pencairan, Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sangat tidak memahami tentang ketidak ketepatan waktu dalam pemberian yang sudah di jadwalkan. Untuk melihat lebih jelas indikator tepat waktu dapat di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.6
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Tepat Waktu
	No
	Sub indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Adanya batas waktu yang telah ditetapkan
	239

	2
	Adanya  ketepatan waktu informasi penerimaan (PKH)
	234

	3
	Adanya ketepatan waktu dalam pemberian (PKH)
	243

	Total Skor
	716


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
	Di lihat dari tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai tepat waktu terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu adanya batas waktu yang telah ditetapkan memiliki jumlah skor yaitu 239, selanjutnya Tanggapan sub-indikator kedua dari responden adalah adanya ketepatan waktu informasi penerimaan (PKH) jumlah skor 234, dan sub indikator ketiga yaitu adanya ketepatan waktu dalam pemberian (PKH) dengan jumlah skor 243.
Dari ketiga sub indikator tersebut dilihat bahwa tanggapan responden terhadap indikator pertama yaitu tepat waktu memperoleh total skor 716 yang berada kategori Sangat Tidak Efektif (TE). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator tepat waktu dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
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Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator tepat waktu dikategorikan Sangat Tidak Efektif (TE) dengan total skor 716 (28,1%).
4. 	Tercapainya Tujuan 
Dalam mencapai tujuan program (PKH) yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu. Penyaluran bantuan (PKH) telah mencapai tujuannya dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Melalui bantuan tunai yang diterima, keluarga penerima (PKH) mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan, gizi, dan perawatan kesehatan. Selain itu, program ini juga mendorong penerima untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan. Untuk melihat efektifitas dalam tercapainya tujuan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat diamati melalui tiga sub indikator sebagai berikut:

a. 	Tercapainya target jumlah penerima (PKH) dari Desa
Ialah  hasil dari upaya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat desa. Proses pendataan yang akurat dan transparan menjadi langkah awal yang krusial, di mana aparat desa berperan aktif dalam mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak tercapai dalam mentargetkan jumlah penerima (PKH), adapun jumlah keluarga miskin pada tahun 2023 sebanyak 99 Kepala Keluarga dan jumlah penerima yang masuk dalam kriteria (PKH) sebanyak 82 Kepala Keluarga. Jumlah penerima PKH dari Desa Makeruh yang diajukan tidak semua menerima PKH yang ditetapkan oleh Kemensos
b. Tercapainya jumlah peserta penyuluhan (PKH)
 Bagi yang menerima menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjangkau dan melibatkan keluarga penerima manfaat dalam program ini. Penyuluhan PKH bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada penerima mengenai pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan yang baik. Dengan tercapainya target jumlah peserta, dapat dipastikan bahwa informasi dan pengetahuan yang diberikan melalui penyuluhan ini telah sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak tercapai dalam melakukan penyuluhan terhadapa masyarakat penerima (PKH). Adapun Proses penyuluhan PKH melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, petugas PKH melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan melalui pendataan yang akurat. Setelah data penerima ditetapkan, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat PKH. Selanjutnya, dilakukan pertemuan 1 kali dalam seminggu setiap kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) yang difasilitasi oleh pendamping PKH. Setiap kelompok keluarga penerima manfaat (KPM) kurang lebih berjumlah 20 KK setiap kelompoknya. Dalam pertemuan ini, keluarga mendapatkan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan gizi anak-anak. Dalam pertemuan tersebut yang memberikan penyuluhan yaitu pendamping PKH, Aparatur Desa dan Tenaga Kesehatan. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
c. Tercapainya jumlah biaya yang diterima
Ialah hasil dari proses yang teliti dan terstruktur dalam penyaluran bantuan sosial. Proses ini dimulai dengan pendataan yang akurat dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya keluarga yang memenuhi syarat yang menerima bantuan. Pemerintah kemudian menentukan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga berdasarkan kriteria seperti jumlah anak sekolah, kondisi kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak tercapai dalam penyaluran jumlah biaya yang dapat oleh masyarakat (PKH). Adapun tercapainya jumlah biaya yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil dari alokasi bantuan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap keluarga. Besaran bantuan ini terdiri dari beberapa komponen, seperti bantuan untuk pendidikan anak usia sekolah, kesehatan ibu hamil dan balita, serta dukungan bagi anggota keluarga yang menyandang disabilitas atau lanjut usia. Nominal bantuan dapat bervariasi; anak usia Sekolah Dasar menerima sebesar Rp.900.000 per tahun, anak Sekolah Menengah Pertama menerima sebesar Rp.1.500.000 per tahun, anak Sekolah Menengah Atas menerima sebesar Rp.2.00.000 per tahun Ibu hamil dan balita masing-masing berhak atas bantuan sebesar Rp.3.000.000 per tahun, dan anggota keluarga lansia atau disabilitas juga menerima sebesar Rp.2.400.000 Total biaya yang diterima oleh setiap keluarga merupakan gabungan dari semua komponen bantuan yang mereka penuhi kriterianya. Dana tersebut dicairkan secara bertahap melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah, memastikan keluarga penerima dapat memanfaatkannya sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendorong peningkatan kualitas hidup serta kemandirian ekonomi. Untuk melihat lebih jelas indikator tercapainya tujuan  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.7
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Tercapainya Tujuan
	No
	Sub indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Tercapainya target jumlah penerima (PKH) dari Desa
	340

	2
	Tercapainya jumlah peserta penyuluhan (PKH) bagi yang menerima
	361

	3
	Tercapainya jumlah biaya yang diterima
	331

	Total Skor
	1.032


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
	Di lihat dari tabel V.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai tercapainya tujuan terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu tercapainya target jumlah penerima (PKH) dari Desa memiliki jumlah skor yaitu 340, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu tercapainya jumlah peserta penyuluhan (PKH) bagi yang menerima jumlah skor 361, dan sub indikator ketiga yaitu tercapainya jumlah biaya yang diterima dengan jumlah skor 331.
Dari ketiga sub indikator tersebut dilihat bahwa tanggapan responden terhadap indikator pertama yaitu tercapainya tujuan memperoleh total skor 1.032 yang berada kategori Tidak Efektif (TE). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator tercapainya tujuan dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
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Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator tepat waktu dikategorikan Tidak Efektif (TE) dengan total skor 1.032 (40,5%).
5. 	Perubahan Nyata 
Terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mencerminkan keberhasilan program ini dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Salah satu perubahan signifikan adalah peningkatan akses dan partisipasi anak-anak dalam pendidikan, dimana bantuan yang diterima memungkinkan keluarga untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan transportasi. Hal ini berdampak pada penurunan angka putus sekolah dan peningkatan prestasi akademik. Peningkatan ekonomi keluarga penerima juga tampak, karena bantuan yang diterima sering kali digunakan untuk modal usaha kecil, sehingga menambah pendapatan keluarga. Untuk melihat efektifitas dalam perubahan nyata di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat melalui tiga sub indikator sebagai berikut:
a. 	Adanya perubahan data peserta dalam penerimaan PKH dalam setahun
Ialah data penerima (PKH) diperbarui melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Perubahan data ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kondisi ekonomi keluarga, yang membuat mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, atau penambahan keluarga baru yang memenuhi syarat berdasarkan situasi kemiskinan terkini. Selain itu, perubahan data juga bisa terjadi akibat migrasi, kelahiran, kematian, atau perubahan status sosial-ekonomi keluarga. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, tidak memahami adanya perubahan data peserta dalam penerimaan (PKH) dalam setahun. Adapun perubahan data peserta dalam penerimaan (PKH) dalam setahun di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu pada tahun 2019 penerima (PKH) sebanyak 111 Kepala Keluarga, tahun 2020 penerima (PKH) sebanyak 103 Kepala Keluarga, tahun 2021 penerima (PKH) sebanyak 98 Kepala Keluarga, tahun 2022 penerima (PKH) sebanyak 91 Kepala Keluarga, dan pada tahun tahun 2023 penerima (PKH) sebanyak 82 Kepala Keluarga. Perubahan data peserta dalam penerimaan (PKH) dalam setahun disebabkan kematian, perpindahan, atau perubahan status ekonomi. 
b. Adanya perubahan jumlah uang yang didapatkan bagi penerima PKH dalam setahun
Ialah perubahan biaya hidup, serta prioritas kebijakan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi penyesuaian jumlah bantuan. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, tidak memahami adanya perubahan jumlah uang yang didapatkan bagi penerima PKH dalam setahun, jika biaya pendidikan atau layanan kesehatan meningkat, pemerintah mungkin menambah besaran bantuan untuk memastikan keluarga dapat tetap mengakses layanan penting tersebut. Selain itu, perubahan dalam struktur keluarga, seperti bertambahnya anggota keluarga atau anak yang masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi jumlah uang yang diterima.
c. Adanya perubahan perekonomian bagi masyarakat setelah menerima (PKH)
Ialah dapat dilihat melalui berbagai indikator peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. (PKH) memberikan bantuan tunai bersyarat yang memungkinkan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, yang pada gilirannya mengurangi beban keuangan mereka. Dalam hal ini masyarakat penerima (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, tidak memenuhi adanya perubahan perekonomian bagi masyarakat setelah menerima (PKH). Dengan berkurangnya pengeluaran untuk kebutuhan mendasar, keluarga penerima dapat mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk kegiatan produktif, seperti usaha kecil atau investasi dalam keterampilan kerja. Selain itu, akses yang lebih baik ke pendidikan dan kesehatan yang didorong oleh (PKH) juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan, yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. 
Untuk melihat lebih jelas indikator tercapainya tujuan  dapat di lihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.8
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perubahan Nyata
	No
	Sub indikator
	Jumlah (Skor)

	1
	Adanya perubahan data peserta dalam penerimaan (PKH) dalam setahun
	353

	2
	Adanya perubahan jumlah uang yang didapatkan bagi penerima (PKH) dalam setahun
	350

	3
	Adanya perubahan perekonomian bagi masyarakat setelah menerima (PKH)
	336

	Total Skor
	1.039


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
	Di lihat dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden mengenai perubahan nyata  terdiri dari tiga sub-indikator, dimana sub indikator pertama yaitu adanya perubahan data peserta dalam penerimaan (PKH) dalam setahun memiliki jumlah skor yaitu 353, selanjutnya tanggapan responden terhadap sub indikator kedua yaitu adanya perubahan jumlah uang yang didapatkan bagi penerima (PKH) dalam setahun jumlah skor 350, dan sub indikator ketiga yaitu adanya perubahan perekonomian bagi masyarakat setelah menerima (PKH) dengan jumlah skor 336.
Dari ketiga sub-indikator tersebut dilihat bahwa tanggapan responden terhadap indikator pertama yaitu perubahan nyata memperoleh total skor 1.039 yang berada kategori Tidak Efektif (CE). Hasil akhir dari tanggapan responden mengenai indikator perubahan nyata dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum di bawah ini:
1.039

	
510	STE	918	TE	1.326	CE	1.734	E	2.142	SE     2.550
40,7

	
20%	STE	36%	TE	52% 	CE	68%	E	84%	SE     100%
Berdasarkan Kontinum di atas dapat dikatakan bahwa tanggapan Responden terhadap indikator tepat waktu dikategorikan Tidak Efektif (CE) dengan total skor 1.039 (40,7%).
Selanjutnya untuk lebih jelas Efektivitas Program Keluarga Harapan  di Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan dari pihak Pemerintah Desa, Pendamping (PKH) dan  Masyarakat Penerima (PKH) dari segi aspek yang di teliti dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel V.9
Rekapitulasi Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Indikator
	Jumlah (Skor)

	1.
	Pemahaman Program
	1.026

	2.
	Tepat Sasaran
	700

	3.
	Tepat Waktu
	716

	4.
	Tercapainya Tujuan
	1.032

	5.
	Perubahan Nyata
	1.039

	Total skor
	4.513


Sumber data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2024.
Di Lihat dari tabel V.9 di atas dapat diketahui bahwa Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis melalui lima indikator di atas di peroleh total skor sebanyak 4.513 sehingga dapat dikategorikan Cukup Efektif (CE). Hasil akhir dari rekapitulasi Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum dibawah ini:
4.513

	
1.530	STE	2.754	TE	3.978	CE	5.202	E	6.426	SE     7.650
58,9

	
20%	STE	36%	TE	52% 	CE	68%	E	84%	SE     100%
Berdasarkan kontinum di atas mengenai rekapitulasi Efektifitas Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berada rata-rata kategori Cukup Efektif (CE), terbukti dengan jumlah akhir total skor 4.513 (58,9%).
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis.
Setelah melakukan penelitian terhadap Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor pendukung
Adapun faktor pendukung terhadap Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah memahami persyaratan ketentuan penerima (PKH), mekanisme pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta Memahami teknis pembuatan kartu kesejahteraan sosial dari program keluarga harapan (PKH) sehingga sangat mempengaruhi efektivitas dan hasil dari pelaksanaan (PKH) apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang suatu program, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif, mengikuti aturan yang ditetapkan, dan memanfaatkan peluang yang tersedia secara maksimal.
b. Adanya penyaluran bantuan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuannya sehingga dapat  meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Melalui bantuan tunai yang diterima, keluarga penerima (PKH) mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan, gizi, dan perawatan kesehatan. Selain itu, program ini juga mendorong penerima untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga membantu mereka keluar dari siklus kemiskinan.
c. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah membawa perubahan nyata bagi banyak keluarga. (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Dampak nyata dari program ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan penerima manfaat. Pendidikan anak-anak meningkat karena kehadiran mereka di sekolah lebih terjamin, yang pada gilirannya meningkatkan angka partisipasi dan prestasi pendidikan, kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita juga mengalami peningkatan signifikan karena adanya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.
1. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat terhadap Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis adalah sebagai berikut:
a. Adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas program tersebut. Salah satu masalah utama adalah adanya keluarga yang di usulkan oleh Pemerintah Desa Makeruh melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali menerima PKH. Hal ini disebabkan oleh kurangnya verifikasi data penerima bantuan serta lemahnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sebaliknya, banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
b. Adanya ketidaktepatan waktu dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh telah menimbulkan sejumlah masalah yang menghambat dari program tersebut. Keterlambatan penyaluran dana menyebabkan banyak keluarga penerima manfaat menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak dan layanan kesehatan. Akibatnya, anak-anak mungkin absen dari sekolah atau ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan, yang pada akhirnya merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. Selain itu, keterlambatan ini juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan di kalangan penerima manfaat terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah.














BAB VI
PENUTUP
1. Kesimpulan
1. Efektivitas program keluarga harapan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari lima indikator yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berdasarkan lima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas program keluarga harapan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dikategorikan Cukup Efektif, kenyataan terbukti dari hasil rekapitulasi akhir diperoleh total skor sebanyak 4.513 dengan persentase sebesar (58,9%).
2. Faktor pendukung bahwa efektivitas program keluarga harapan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu: Adanya penyaluran bantuan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah mencapai tujuannya sehingga dapat  meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Melalui bantuan tunai yang diterima, keluarga penerima (PKH) mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan, gizi, dan perawatan kesehatan dan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah membawa perubahan nyata bagi banyak keluarga di Indonesia. (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan layanan kesehatan dasar
3. Faktor penghambat efektivitas program keluarga harapan Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas program tersebut. Salah satu masalah utama adalah adanya keluarga yang sebenarnya mampu secara ekonomi, tetapi tetap menerima bantuan (PKH) dan Adanya ketidaktepatan waktu dalam penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengakalis telah menimbulkan sejumlah masalah yang menghambat dampak positif dari program tersebut. Keterlambatan penyaluran dana menyebabkan banyak keluarga penerima manfaat menghadapi tantangan dalam mencukupi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan anak dan layanan kesehatan.


2. Saran
1. Disarankan sebaiknya kepada Kepala Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis agar dapat meningkatkan efektivitas program keluarga harapan dalam penyaluran dana dengan memperbaiki sistem pendataan untuk dapat memastikan data penerima manfaat diperbarui secara berkala dan diverifikasi dengan cermat, melibatkan masyarakat dalam proses pendataan dan menetapkan jadwal penyaluran yang tetap dan teratur untuk memberikan kepastian kepada penerima manfaat serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Selain itu meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Proses seleksi dan penyaluran bantuan harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau siapa saja yang menerima bantuan. Selain itu, dibutuhkan saluran pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidaktepatan sasaran secara langsung kepada pihak berwenang, yang kemudian harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki kesalahan.
2. Disarankan sebaiknya kepada pendamping (PKH) lebih  memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pendamping (PKH) dan instansi terkait dalam penyaluran dana (PKH). Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan dinas sosial dan pihak perbankan yang bertanggung jawab atas pencairan dana. Dengan memastikan respon lebih cepat dari pendamping jika ada masalah yang menyebabkan keterlambatan pencairan, sehingga tindakan bisa segera diambil untuk mempercepat proses tersebut. Pendamping juga dapat berperan aktif dalam memfasilitasi keluarga penerima manfaat jika ada permasalahan dalam administrasi dan Pendamping (PKH) sebaiknya juga menjaga hubungan yang baik dengan penerima manfaat melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. 
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